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NAMA : JUSMIARNI 
NIM  : 10500112088 
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS  TINDAK PIDANA 
PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG DAPAT 
MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan nomor :741/Pid.B/2014/PN Makassar) 
Pokok masalah dari penelitian ini adalah tinjauan yuridis tindak pidana 
pemalsuan surat sertifikat tanah yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang 
lain (studi kasus putusan nomor : 741/Pid.B/2014/PN Makassar). 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah : yuridis normatif, menggunakan buku-buku sebagai referensi 
(kepustakaan). Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil putusan dari 
Pengadilan Negeri Makassar putusan nomor : 741/Pid.B/2014/PN Makassar. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 
penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolaan data dan analisis data dilakukan 
dengan melalui penyajian data, editing data, dan penarikan kesimpulan. Tentang 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan 
Kerugian Pada Orang Lain (studi kasus putusan no.741/Pid.B/2014/PN 
Makassar)”, maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri 
Makassar, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, 
perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan  hukum pidana 
materil terhadap kasus. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah, 
penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Tentang Pemalsuan Surat.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : aturan dan sanksi hukum 
terhadap tindak pidana pemalsuan surat sudah diatur dalam KUHP dan diuraikan. 
Dalam KUHP Bab XII  tentang pemalsuan surat diatur pada pasal 263 -279 
KUHP. Sebagaimana penulis telah menjelaskan. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah dari kesimpulan di atas terkait dengan 
penegak hukumnya yakni Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah 
menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin 
mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. 
Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan 
serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara 
subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat. 
Pengadilan Negeri Makassar harus lebih memperhatikan lagi kasus seperti 
pemalsuan surat sertifikat tanah seperti yang penulis teliti. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, 
oleh karena itu tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Kejahatan adalah 
masalah manusia  yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya 
kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan 
hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, 
keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan 
suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam 
tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak tidaknya 
menimbulkan kerugian.1 
Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam 
kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya 
konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak 
tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya 
untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan 
peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan 
keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum dan norma susila. 
Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati 
dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan termonologis dari apa yang 
ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana 
dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam 
                                                          
1Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2(Jakarta : 
PradyaParamitha, 1997), h.2. 
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buku II tentang misdriif dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang 
overtredingen.2 
Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang 
mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseoarang tertentu, 
bukan menggunakan nama sebenarnya Si pembuat surat itu sendiri. surat 
semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut 
dengan “ Pemalsuan Materil “ ( Materiele Valschied ). Palsunya surat bukan 
terletak pada sisi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan ) 
Si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di 
dalam surat. Misalnya Si A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat 
oleh atau berasal dari Si B, karena nama dan tanda tangan Si B dicantumkan 
dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatanganinya adalah Si A 
sendiri dengan meniru tanda tangan Si B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan 
Si B tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah 
tanda tagan Si B.3 
Pemalsuan (valscheid in geschriften) diatur dalam BAB XII Buku II 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan 
Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan 
surat, yaitu: 
1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk, pokok, pemalsuan surat; 
2. Pemalsuan surat yang diperberat; 
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik; 
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter; 
5. Pemalsuan Surat-surat tertentu; 
6. Pemalsuan Surat keterangan pejabat tentang hak milik; 
7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang 
asing;4 
Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. 
Tindakan aparat hukum  terkhususnya polisi,seakan-akan tidak efektif dan 
tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan 
terkhususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam 
                                                          
2 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2,h. 2. 
3 Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan  (Jakarta : PT.Raja 
Grafindo Persada, 2014),  h.139. 
4 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,(Jakarta:Rineka Cipta 2007),h. 35 
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kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat di hitung karena 
maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jerah terhadap si 
pelaku. 
Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan 
masyarakat,diantaranya pemalsuan surat tanah sangat mudah dilakukan oleh 
oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian. Pemalsuan surat yang kini 
sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau 
surat yang dipalsukan. Dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita 
karena perbuatannya itu. 
Kejahatan mpemalsuan surat semakin berkembang, dari perangkat desa 
pun sudah mulai didapati pemalsuan surat. Semakin maraknya pemalsuan ini 
seharusnya oknum lebih jelih dalam hal ini, akan tetapi fakta yang beredar 
bahwa oknumlah yang seakan-akan memabantu si pemalsu atau pelaku agar 
hukuman atau sanksi atas perbuatannya ringan, sehingga tidak berefek oleh 
pelaku itu sendiri. 
Contoh kasus Abraham Samad, dimana Abraham Samad memalsukan 
dokumen kependudukan atas nama Feryani Liem. Berawal dari Feryani Liem 
untuk membuat paspor pada tahun 2007. Dan Abraham Samad memalsukan 
dokumen kependudukan Feryani Liem. 
Contoh kasus yang kedua yaitu : tersangka MM dan MA yang 
merupakan oknum LSM ini melakukan pemalsuan surat kejaksaan terkait surat 
pemberhentian penyidikan kasus gerobak 2012 yang menempatkan mantan 
kadis Desperindag yang menjabat Kadis Dukcapil Parepare, Amran Ambar 
sebagai tersangka.  
Semakin maraknya pemalsuan surat di tanah air disebabkan karena 
tidak adanya kesadaran dari pelaku, sanksi atau hukuman yang di jatuhkan oleh 
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Hakim tidak memberikan efek jerah sehingga semakin banyak kejahatan 
pemalsuan surat yang terjadi. 
Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau 
memalsu surat tersebut, adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet 
als oogmerk), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud Si pembuat 
membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan 
olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan 
menggunakan surat itu tidak perlu sudah di wujudkan. Sebab unsur maksud 
hanya ada dalam batin atau sikap batin Si pembuat, yang harus sudah dibentuk 
sebelum melakukan perbuatan (in casu membuat surat palsu dan memalsu). 
Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya harus dibuktikan.5 
Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi 
tindak kejahatan pemalsuan surat ini, antara lain dengan hukum pidana (penal), 
yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penaggulangan 
kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan 
masyarakat (sosialdefence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat 
(sosial welfare). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan 
pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,, Tindak Pidana Pemalsuan (Jakarta : PT.Raja Grafindo 
Persada, 2014),  h. 153 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Untuk memudahakan pembaca memahami penapsiran judul skripsi ini 
maka penyusun memberikan ” Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana 
Penggunaan Surat Palsu Atau Surat Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Asli 
Yang Mengakibatkan Kerugian ( Study Kasus Putusan No.741/Pid.B/2014 PN 
Makassar )” antara lain : 
1. Tinjaun Yuridis merupakan proses menganalisis suatu masalah berdasarkan 
prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis maupun 
aspek etisnya. 
2. Tindak Pidana menurut Moeljatno, yaitu ”Perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.6 
3. Surat Yang Dipalsukan Atau Surat Palsu dapat diartikan suatu lembaran 
kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf 
termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran atau 
makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin 
ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara 
apapun. 7 
4. Kerugian berasal dari kata rugi yang artinya tidak mendapat keuntungan, 
tidak mendapatkan laba, sesuatu yang kurang baik.8 
 
                                                          
6AdamiChazawi, Pelajaran Hukum Pidana  (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002),  
h.71 
7Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,, Tindak Pidana Pemalsuan  (Jakarta : PT.Raja Grafindo 
Persada, 2014),  h.138 
 
8 Umi Chulsum dan Windi Novya, Kamus Besar Bahasa Indonesi (Surabaya : Kazhiko) 
h.585 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka  dapat dirumuskan masalah 
yakni: 
1. Bagaimanakah  aturan hukum dan sanksi terhadap tindak pidana 
pemalsuan surat? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN 
Makassar)? 
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku pemalsuan surat yang dapat mengakibatkan 
kerugian (Studi Kasus Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar )? 
 
D. Kajian Pustaka 
Adapun yang menjadi beberapa rujukan dalam  kajian pustaka yang 
peneliti gunakan adalah sebagai berikut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Buku ini banyak membahas masalah kejahatan lengkap dengan sanksinya 
terutama kejahatan berkaitan dengan pemalsuan atau pemalsuan surat  yang 
mengakibatkan kerugian. Buku ini sedikit banyaknya membatu peneliti untuk 
mengembangkan penelitian di kemudian hari. 
Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya yang berjudul“Memahami 
Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2” buku beliau banyak membantu penulis 
dalam menjelaskan dasar dasar pidana. pengertian pidana itu sendiri dasar-dasar 
dan jenis-jenis tindak pidana, sehingga wawasan penulis bertambah serta 
referensi penulis juga bertambah. 
Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum 
Pidana Bagian1. Buku ini banyak membantu untuk memahami apa itu tindak 
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pidana, bagaimana tindak pidan itu, serta aturan hukum yang berlaku, penulis 
menggunakan buku beliau sebagai referensi dalam skripsinya. 
R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidanadalam buku ini sangat membatu dalam menjeaskan tentant tidak pidana 
pemalsuan. Buku beliau  di gunakan sebagai rujukan atau referensi oleh 
penulis. Beliau sangat detail dalam menjelaskan pasal demi pasal dalam 
bukunya. 
 Erdianto Effendi dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia suatu 
pengantar. Buku ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya. 
Beliau menjelaskan hukum pidana indonesia sehingga penulis menjadikan 
buku beliau salah satu refrensi dalam penulisan skripsi.. 
Bambang Poernomo, dalam bukunya yang berjudul : Asas-Asas 
Hukum Pidana. Buku ini memaparkan asas-asas hukum pidana dimana buku 
ini sangat membantu penulis dalam menjelaskan tentang asas dalam skripsi 
penulis itu sendiri, memudahkan penulis untuk memahami tentang asas-asas 
hukum pidana. 
Selain Buku diatas,penulis juga mempersiapkan buku-buku yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat dan mampu 
memaparkan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana 
Penggunaan Surat Palsu Atau Surat Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Asli 
Yang Mengakibatkan Kerugian ( Study Kasus Putusan No.741/Pid.B/2014 PN 
Makassar ) ” Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam 
karya ilmiah, maka disini penulis sangat berkesan hati akan penelitian yang 
terkait hal tersebut. 
Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang melarang dengan tegas 
tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-kidzb dipahami 
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lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering 
ditunjukkan kepada orang-orang kafir, karena mereka tidak membearkan 
wahyu Allah SWT, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam 
rangka mendustakan ayat. Dalam surah Al-Nhal ayat 116 Mengingatkan: 
                       
                            
     
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.9 
 
Hadist yang berkaitan dengan pemalsuan yaitu : hadist riwat Bukhari dan 
Muslim dan diterjamahkan oleh H. Salim Bahreisy. 
 
  انمل ا هي ا (( : لق مليسو هيلع الله لص يبنلا نا ورمع نب الله دبع ثيح
 رخب . )) ن اخ نمت  وا اذا و ،فلخ ا دعو اذا و ، ب ذك ث دح ادا : ث لاث قف
(  ملسم٨٣ . )  
Artinya : Abuhurairah r.a. berkata : Nabi saw. Bersabda : tanda seorang munafik 
itu 3 : 1. Jika berkata dusta 2. Jika berjanji menyalahi janji 3. Jika 
                                                          
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata (Jawa 
Barat: Cipta Bagus Segara, 20121), h. 280. 
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diamanati khianat. ( Bukhari, Muslim ) dalam riwayat muslim ada 
tambahan : walaupun ia sembahyang, puasa dan mengaku muslim.10 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk Mengetahui Aturan Hukum dan Sanksi Terhadap Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat. 
b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pemalsuan Suarat. 
c. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terdahap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan 
kerugian (study kasus putusan No.741/Pid.B/2014 PN Makassar ) 
 
2. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini yaitu: 
a. Sebagai sumbangan kepada seluruh praktisi dan akademisi dalam 
rangka menggali dan menemukan hukum. 
b. Sabagai bantuan pemikiran terhadap masyarakat luas dalam rangka 
pengembangan wacana ilmiah yang lebih kompete 
 
                                                          
10 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al- Lu’lu Wal Marjan I Himpunan Hadist Shahih Yang 
Disepakati oleh Bukhari dan Muslim.  Diterjamahkan oleh H. Salim Bahreisy. ( Surabaya : PT. Bina 
Ilmu, 2003 ). h. 21. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian suatu istilah dalam hukum pidana sangat penting di 
pahami, demikian halnya dengan istilah tindak pidana, jika diperhatikan 
penempatannya selalu mendahului/diutamakan dari rangkaian data 
berikutnya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana belanda yaitu strafbaar feit. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tidak, peristwa, pelanggaran, dan perbuatan.1 
Pada beberapa pengertian yang diberikan terhadap tindak pidana oleh 
pakar-pakar hukum terdapat perbedaan istilah dalam penggunaannya.  
a. Moeljatno menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang dan  barang siapa yang melanggar larangan tersebut 
maka diancam dengan pidana. Perbuatan itu harus pula didasarkan 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang unsur-
unsur tindak pidana sebagai berikut:2 
a) perbuatan itu harus merupkan perbuatan manusia; 
b) perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
                                                          
1Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1  (Cet. VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2011), h.67-69. 
2Erdianto Efendi, Hukum PIdana Indonesia – Suatu Pengantar  (Cet. I; Jakarta: PT 
RefikaAditama, 2011), h.98. 
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c) perbuatan itu bertentangan dengn hukum(melawan hukum); 
d) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan; 
e) perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat. 
Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwasannya       tindak  pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana 
tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau 
melangar ketentuan perundang-udangan yang berlaku. sehingga tindakan 
tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek 
jera, baik individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang 
mengatahuinya. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdiri dari bebagi jenis antara yang satu yang 
lainnya mempunyai perbedaan tertentu, tindak pidana dapat dibedakan mejadi 
beberapa jenis yaitu: 
a. Kejahatan dan  Pelanggaran  
Kejahatan (Misdrijf) berarti suatu perbuatan yang tercelah dan 
berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar 
hukum. Sedangkan pelanggaran (Overtreding) berarti perbuatan yang 
melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari 
pada “perbuatan melanggar hukum”.3 
b. Tindak pidana materil yang dilarang dan dapat dipidana adalah 
menimbulkan akibat tertentu. Perbuatannya meskipun juga disini sangat 
penting, sudah terkandung didalamnya misalnya, menyebabkan matinya 
orang lain (pasal 359 KUHPidana). Pada delik materil kita berbicara 
                                                          
3Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Cet III:  PT.Eresco 
Jakarta-Bandung 1981), h.28 
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tentang akibat “konstitutif”. Sedangkan pada delik Formil, suatu akibat 
tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga 
tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.4 
c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian. 
Delik dolus adalah delik yang merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang 
akan dibicarakan tersendiri di belakang. 
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan 
kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan 
sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, 
seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah pasal-pasal 
162,197,310,338, dan lebih banyak lagi. 
b. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan 
kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Di dalam 
beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena 
kesalahannya.5 
d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif. 
e. Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut 
dengan aflopende delicten. Dapat dicontohkan dalam perbuatan 
pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana 
tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada Tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana 
itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak 
pinanya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. tindak 
pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda, disebut sebagai 
voortdurende delicten. 
                                                          
4 D. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana (Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2011), h.30-31 
 
5 Teguh prasetyo,Hukum Pidana(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 58 
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f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 
Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. tindak umum adalah 
semua tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. sedangkan tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar 
kodofikasi tersebut. misalnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 
Tentang Tindak Pidana Perbankan. 
g. Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak 
Pidana Yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu. 
Delicta communia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh 
semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam Undang-
Undang maksudnya mencengah dilakukannya suatu perbuatan yang 
dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum 
tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan delicta 
comunia tersebut. . 
h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. 
Delik biasa yaitu delik atau tindak pidana yang bisa di tuntut 
meskipun tanpa pengaduan dari si korban, misalnya pembunuhan, 
pecurian biasa, delik biasa atau dalam istilah bareskrimnya adalah 
criminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa 
dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik 
aduan. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penututannya 
hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau 
pihak yang dirugikan.6 
h. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok  Yang Diperberat dan Yang 
Diperingan. 
                                                          
6 Ismu Gunadi,dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana ( 
Kencana Prenamedia Group, 2014), h.59-60 
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Tindak pidana dalam bentuk pokok atau envoudige delicten, 
dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan 
dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undanagan. Tindak 
pidana pada bentuk yang di perberat atau yang yang diperingan tidak 
mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang 
biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan.  
 
i.  Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang 
Dilindungi. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibuat 
pengelompokan-pengelompokan tetentu terhadap tindak pidana yang 
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita 
mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, 
maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus 
berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan 
hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah 
pengaturan tindak pidana diluar kodifikasi. 
 
j. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai. 
Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut 
dengan enkelvoudige delicten adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat 
dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana 
berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus 
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menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya 
pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 
kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang 
lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal 
yang digaris bawahi di sini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan 
perbuatan tersebut menjadi berulang. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana. 
mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-
tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis dan (2) dari 
sudut Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para 
ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut 
Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam 
pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.  
a. Unsur tindak pidana menurut teoritisi. 
1. Menurut moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a) Perbuatan 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Pebuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah 
aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak  mesti 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
pidana adalah pengertain umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
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Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham 
dualisme tersebut, tidak perbedaan, ialah bahwa tindak pidana itu adalah; 
perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang,dan diancam 
dipidana bagi yang melakukannya.dari unsur yang ada jelas terlihat bahwa 
unsur-unsur tersebut tidak me menyangkut diri Si pembunuh atau di pidananya 
pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. 
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat 
rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kolompok 
kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. ternyata ada unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, 
walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). unsur kesalahan 
dan melawan hukum kadang-kadang di cantumkan dan sering kali juga tidak 
dicantumkan. sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. disamping itu banyak mencamtumkan unsur-
unsur lain baik sekitar atau mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan 
secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) itu, maka dapat diketahui  ada 8 unsur tindak 
pidana, yaitu; 
a. Unsur Tingkah Laku  
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan 
atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. tingkah laku adalah unsur 
mutlak tindak pidana. 
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b. Unsur Melawan Hukum 
Unsur melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-
undang tanpa dasar pembenaran yang sah.7 
c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran 
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini 
selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. dalam hal ini berbeda 
dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat obyektif dan dapat bersifat 
subyektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap 
rumusan tindak pidana tersebut. 
d. Unsur Akibat Konstitutif  
Unsur-unsur konstitutif ini terdapat pada; (1) Tindak pidana materiil 
(materieel delicten) atau Tindak pidana dimana akibat menjadi syarat 
selesainya Tindak pidana,(2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat 
sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) Tindak pidana dimana akibat 
merupakan syarat dipidananya pembuat. 
e. Unsur Keadaan Yang Menyertai 
Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa 
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. unsur 
keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat 
dibagi menjadi sebagai berikut : 
 
 
                                                          
7 Mr. J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, ( 
Bandung : Percetakan Binacipta, 1987)  h.102 
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1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan  
Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan perbuatan, 
artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak 
pidana. 
2. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan Unsur ini agak berbeda 
dengan yang disebutkan yang pertama. unsur cara untuk dapat 
dilakukannya perbuatan adalah bukan berupa cara berbuat, melainkan 
untuk dapat melakukan perbuatan yan menjadi larangan dalam tindak 
pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan 
yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.  
3. Unsur keadaan yang menyertai mengenai obyek tindak pidana. Keadaan 
yang menyertai mengenai obyek tindak pidana adalah berupa semua 
keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana, 
misalnya unsur “milik orang lain”yang melekat pada benda yang menjadi 
obyek pencurian (362), penggelapan (372), perusakan (406), atau ternak 
(363 ayat 1 ke-1), belum waktuya kawin (288) seorang yang belum 
dewasa yang baik tingkah lakunya (293). 
4. Unsur keadaan yang menyertai mengenai subyek tindak pidana. Unsur 
ini adalah segala keadaan mengenai diri subyek tindak pidana, baik yang 
bersifat subyektif maupun obyektif. 
5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak 
pidana.Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat yang 
dilakuakannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau 
pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman (363 ayat 1 ke-3), 
dimuka umum (160,207,532), berada di jalan umum (536 ayat 1), di 
tempat lalu lintas umum (533). 
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6. Keadaan yang menyertai  mengenai waktu yang dilakukannya tindak 
pidana.Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, 
yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi 
unsur pokok tindak pidana. 
7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana. Unsur ini 
hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah 
tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan 
dari yang berhak mengadu. 
8. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana. Mengenai syarat ini telah 
disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konstitutif dimuka. 
Unsur ini adalah berupa alasan untuk di perberatnya pidana, dan bukan 
unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai 
mana pada tindak pidana materiil. 
9. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana. Unsur syarat 
tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan 
tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menetukan dapat 
dipidananya perbuatan. 
B. Teori Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam 
pendapat Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan 
penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana 
merupakan sistem sanksi yang negatif, maka Sudarto menggambarkan bahwa 
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pemidanaan merupakan sistem sanksi yang negatif yang disebut sebagai 
penderitaan khusus.8 
Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai 
implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif 
(retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan 
retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap 
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga 
pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap 
kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. 
Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (backward-looking).9 
Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 
kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin 
dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan 
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di 
pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan 
berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat 
pencegahan (detterence). 
Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut : 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)  
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran 
dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak 
manjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan 
dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau 
negara) yang telah dilindunginya.  
Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut 
Kategorischen Imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum 
itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap 
pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu 
tujuan itu harus dikesampingkan  
Dari teori tersebut , nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu 
tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan 
hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat 
dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.  
                                                          
8  Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung , 1981 , h. 30.   
9  Barda Nawawi Arief., Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1996, h. 136.   
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b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)  
Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, 
artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya mempebaiki 
sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.  
c. Teori Gabungan atau Teori Modern (Vereningings Theorien)  
Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, 
teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan 
jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan 
dan penderitaan.10 
 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan 
1. Pengertian Pemalsuan  
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri 
sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat 
yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan 
kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 
Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup 
dari masyarakat tersebut. 
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana 
hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. 
Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan 
sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada 
keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan 
tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman 
yang salah satuya berupa tindak kejahatan pemalsuan. 
Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung 
unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya 
itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya 
                                                          
10 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia,Liberty Yogyakarta, 1988 hal.47    
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bertentangan dengan yang sebenarnya.Perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila 
terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :  
2. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu 
barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang 
tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang 
yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang 
tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya. 
3. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).  
4. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang 
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan 
dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat 
daripada tulisan atau surat tersebut.  
 
2. Pengertian Surat 
Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, 
maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun 
KUHP tidak memberikan definisi secara jells tentang apa yang dimaksud 
dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, mka 
dapatlah diketahui pengertian surat. 
Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut sebagai berikut: 
“Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh 
orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu 
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kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun” 11. 
 
Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis diatas 
kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat 
tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunkan mesin cetak.  
Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh 
R. Soesilo , seperti surat semacam itu, akte kelahiran, buku tabungan pos, buku 
kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi. Dapatlah disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan surat dalam KUHPidana adalah tulisann yang tertulis 
diatas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan 
menghilangkan hak. 
 
3. Kejahatan Pemalsuan Surat 
Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk 
meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu 
benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, 
pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada 
tanda tangan pada si pembuat surat.  
Misalnya, pembuat yang bertanda tangan dalam surat yang bernama 
Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang yang bernama 
Panirun. Menurut Soenarto Serodibro, mengemukakan bahwa, barang siapa 
dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas 
perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.  
                                                          
11Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, Bab XIIPemalsuan Surat Pasal 263 Ayat (1), (Cet 2: Pustaka Buana,2014). h.88 
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Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan 
surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan 
dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian 
atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh 
tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat 
yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 
 
4. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat 
Rumusan pasal tentang pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 
KUHP, sebagai berikut : 
1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh 
orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan 
sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya enam tahun. 
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja 
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu 
asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian.  
Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur :.  
a) Membuat surat palsu.  
b) Surat itu dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, pembebasan 
hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk sesuatu hal.  
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c) Maksud perbuatan itu dlakukan adalah untuk menggunakan atau 
menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak 
dipalsukan. 
d) Penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
Membuat surat palsu ialah sesuatu surat baik keseluruhannya maupun 
hanya isinya atau tanda tangannya yang menggambarkan dengan palsu 
seolah-olah datangnya dari orang lain yang namanya tersebut dibagian bawah 
saat itu. Membuat surat palsu berarti surat itu pada mulanya tidak ada 
kemudian ada dan si pelaku membuat isinya tidak benar atau mungkin tanda 
tangannya tidak benar. 
Perbuatan yang kedua yang dilarang menurut Pasal 263 (1) KUHP 
adalah memalsukan surat, dengan cara mengubah surat itu tanpa hak (tanpa 
izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Perubahan ini dapat 
dilakukan baik dengan mengurangi maupun dengan menambah tuisan-
tulisan surat tersebut. Perubahan isi yang tidak benar menjadi benar juga 
termasuk pemalsuan surat.Perbuatan yang kedua yang dilarang menurut 
Pasal 263 (1) KUHP adalah memalsukan surat, dengan cara mengubah surat 
itu tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan.  
Perubahan ini dapat dilakukan baik dengan mengurangi maupun dengan 
menambah tuisan-tulisan surat tersebut. Perubahan isi yang tidak benar 
menjadi benar juga termasuk pemalsuan surat. Memalsukan surat ialah 
mengubah surat itu, baik tanda tangannya maupun isinya, misalnya 
mengubahnya,menggaris, menghapus, menambah, mengurangi,dan lain-lain. 
Unsur yang terakhir dari pasal 263 (1) KUHP adalah dapat 
menimbulkan kerugian. Jadi dengan unsur ini maka tidak semua pemalsuan 
surat dapat dituntut menurut pasal 263 (1) KUHP. Bila pemalsuan surat itu 
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tidak menimbulkan kerugian maka pelakunya tidak dapat dipidanakan, 
kerugian yang dimaksud tidak saja dibatasi pada kerugian material tetapi juga 
inmateril. 
Perbuatan yang dilarang adalah pemkaian atau penggunaan surat palsu atau 
surat yang dipalsukan. Dalam hal pembuatan surat palsu atau memalsukan surat tidak 
termasuk kejahatan menurut Pasal 263 (2) KUHP. Orang yang dapat dituntut menurut 
Pasal 263 (2) adalah yang menggunakan surat yang telah dipalsukan. 
a. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat 
1) Jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk dibeberapa Pasal dalam 
KUHP, sebagai berikut :Pemalsuan surat dalam bentuk pokok  
2) Pemalsuazn surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, 
secara umum pemalsuan surat yang dimaksud pada pasal tersebut 
adalah pembuatan surat yang palsu/memalsukan surat yang penggunaan 
surat palsu atau yang telah dipalsukan.  
Surat yang dimaksud ialah : 
a) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda 
masuk, surat andil, dll)  
b)  Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian 
piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)  
c) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi 
atau surat semacam itu)  
d) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan 
atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku 
harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)  
 
b. Pemalsuan Surat Khusus  
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Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang 
dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat 
palsu atau yang memalsukan, berikut rumusan R. Soesilo  dalam 
KUHP, sebagai berikut : 
a) Mengenai surat otentik.  Mengenai surat utang atau surat tanda utang 
(certificaat)  
b) Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau perserikatan, 
balai, perseroan, atau maskapai).  
c) Mengenai talon atau surat tanda untung sero (dividend) atau tanda 
bunga uang dari satu surat yang diterangkan pada huruf (b) dan (c) atau 
tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu. 
d) Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan.  
Perbuatan yang diancam hukuman pada Pasal ini harus memuat 
segala unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 ditambah dengan 
syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik, dsb. 
Diancam hukuman pada pasal ini lebih berat dari pemalsuan surat biasa. 
 
c. Pemalsuan Akte Autentik (dengan isi keterangan palsu)  
Pemalsuan akte autentik dengan isi keterangan palsu diatur dalam 
Pasal 266 KUHP. Akte autentik palsu adalah akte utentik yang isinya 
tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran 
Akte autentik terdiri dari :  
1) Akte notaris Akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil 
seperti akte kelahiran dan akte kematian. 
2)  Berita acara dari Polisi,Kejaksaan, dan Pengadilan.  
Yang di hukum berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah orang yang 
memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai yang berwenang 
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untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu. Kemudian, orang 
yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat 
keterangan tidak benar. 
 
d. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter  
Pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam pasal 268 KUHP. 
Perbuatan seseorang tabib/dokter yang dilarang menurut pasal tersebut 
adalah membuat keterangan palsu.  
Membuat atau menyusun keterangan palsu secara tertulis dan 
selanjutnya menyerahkan kepada seseorang untuk diserahkan kepada 
orang yang diperuntukkan atau orang yang telah memintanya.  
Seorang tabib/dokter yang dengan sengaja memberikan surat 
keterangan (bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak 
adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat. Ancaman hukumannya 
akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu itu digunakan guna 
memalsukan atau menahan orang dalam rumah sakit gila.  
 
e. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik  
Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 
ini sebagai berikut :  
1) Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan 
tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan 
lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan 
surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati 
atau perasaan suka memberi pertolongan.  
2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan 
kepalsuannya.  
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f. Pemalsuan Surat Pas Jalan  
Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang 
menjadi objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah : surat pas jalan, 
surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas kamanan 
diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan menurut 
peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam 
L.N. 1949 No. 331, misalnya : surat izin masuk, paspor, surat izin 
mendarat, surat izin berdiam.  
 
g. Pemalsuan Surat Pengantar Kerbau atau Sapi  
Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi diatur pada Pasal 271 
KUHP, sebagai berikut : 
1) Pembawaan kerbau dan sapi dari satu kawedanan kelain 
kawedanan harus disertai surat pengantar yang dikeluarkan 
oleh Wadena atau pegawai yang ditunjuk untuk itu. 
2)  Pegawai yang membuat palsu keterangan (surat pengantar) 
itu dan orang yang dengan sengaja memakai surat pengantar 
yang dipalsukan itu dapat dikenakan pasal ini.  
 
 
 
 
h. Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri  
Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri diatur dalam Pasal 
274 KUHP, sebagai berikut :  
1) Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam 
pasal ini ialah terdiri dari, surat keterangan yang dalam 
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prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, 
termasuk para pamongdesa, kepada penduduk yag akan 
membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk 
menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang tersebut.  
2) Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu 
perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Inonesia 
dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang-barang 
oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan (pencurian).  
3) Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek 
untuk memudahkan penjulan barang-barang yang asalnya gelap 
atau dari kejahatan. 
 
i. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP  
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 
263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan 
menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yaitu :  
1) Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan 
surat (Pasal 263 KUHP)  
2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)  
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte 
autentik (Pasal 266 KUHP).  
4) Pemlasuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 
KUHP)  
5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)  
6)  Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 
274 KUHP). 
7)  Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275 KUHP) 12 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah suatu lembaran 
kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf 
                                                          
12Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta : PT.Raja 
Grafindo Persada, 2014),  h. 208 
31 
 
termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran atau 
makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin 
ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara 
apapun13 
Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan 
dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan 
pasalnya adalah sebagai berikut :  
1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan 
bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau 
menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli 
dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.  
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya 
dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
 
 
 
                                                          
13Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta : PT.Raja 
Grafindo Persada, 2014),  h. 209 
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D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 
Menjatuhkan Pidana 
Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 
didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. 
Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-
unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh 
bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung 
akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim. 
Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam Putusan Hakim 
sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta 
dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: locus dan tempus 
delicti, modus operandibagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, 
penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan 
tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak 
langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan 
sebagainya. 
Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut 
diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan 
terhadap unsur-unsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang telah 
didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan 
unsur-unsur (bestanddelen) tersebut, menurut praktik lazimnya 
dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, 
tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa. 
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Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat 
berbantuk tertulis maupun lisan.14 
Adapun menurut KUHAP dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 
disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah :  
Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatus dalam undang-
undang ini.15 
Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh hakim 
dalam proses pengambilan putusan meliputi : 1) tahap analisi perbuatan 
yang dilarang dan dianacam dengan pidana yang diatur dalam undang-
undang; 2) tahap analisi pertanggung jawaban pidana, yakni analisis 
terhadap kesahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum atau tidak; 3) tahap penjatuhan 
putusan, yaitu vonis pengadilan yang dapat berupa putusan pemidanaan, 
putusan bebas dari dakwaan, atau putusan pelepasan dari segala 
tuntutan.16 
Hakim dalam memriksa dan memutus perkara harus senantiasa 
membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas, 
sebagaimana dikatakan oleh Ahkam Jayadi, yang dapat dijadikan 
motivasi dalam membuat pertimbangan hukum secara baik pada setiap 
putusannya, bahwa hakim tidak boleh mengenal kata “salah” karena 
seorang hakim bukanlah manusia biasa, melaingkan manusia super, 
                                                          
14 Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, (Jakarta :Sinar 
Grafika,1995), h.406 
15 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. h.5 
16 M. Syamsuddin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif  
(jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.179 
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khalifah tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Lebh lanjut 
menurutnya, ketika seseorang telah memilih jalur profesi sebagai hakim, 
maka pada saat itu dia telah memilih untuk masuk kedalam wilayah Ke-
Tuhanan.17 
Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan 
hakim yang secara teoritis mengandung nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran, kira-kiranya para hakim perlu lebih mendalami bagaimana 
sistem peradilan Eropa Kontinental yang biasa disebut civil law system 
dan secara teori dianut di Indonesia dalam sistem peradilan Eropa 
Kontinental, Hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan 
kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-
undang. Hakim tidak terikat secara rigit pada putusan hakim sebelumnya, 
seperti yang berlaku pada sistem peradilan Common Law  melalui asas 
the binding of preseden atau keterikatan hakim pada preseden18 
Selain proses penemuan kebenaran materil yang susah, proses 
hakim dalam membuat atau menyusun putusan dalam suatu perkara 
pidana merupakan sesuatu yang rumit, kompleks, banyak menyita 
pikiran, waktu, dan tenaga. Sebuah proses peradilan (pidana) melibatkan 
banyak pihak seperti terdakwa, saksi, advokat, jaksa, dan haki itu 
sendiri.19 
                                                          
17Ahkam Jayadi, Hakim Wakil Tuhan Di muka Bumi. Harian Fajar, 20 Juli 2011. 
18Achmad Ali, Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta : Yarsif 
Watampone, Jakarta 1996). h.317 
19Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan (Makassar 
:Alauddin University Perss 2013). h. 209 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam 
rangka ilmu tersebut, untuk sampai pada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode 
ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu 
himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari 
hubungan antara gejala yang satu dengan yang lain.1 
Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil 
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian sebagai berikut ; 
A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian 
a. Jenis  penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah  field research, Field 
research yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi, serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. 
 
b. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar.  Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama 
ditentukan oleh penulis sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan 
terkumpul. 
 
 
                                                          
1Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2012), h.45 
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B. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif 
(hukum positif) dan pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah 
dengan menggunakan prinsip” dan berdasarkan data kepustakaan melalui library 
research. Penilitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada 
perundang-undangan, dan Putusan Hakim.  
Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini 
disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas 
hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan 
yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan 
suatu penilaian yang bersifat etis.2 Pendekatan terhadap hukum yang normatif, 
mengidentifikasikan dan mengkonsepskan hukum  sebagai norma kaidah, 
peraturan, Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu 
sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian sudah 
ada pada suatu situasi konkrit. 
 
C. Sumber Data 
Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 
sekunder. 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang 
membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan 
putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam 
penulisan ini yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 
                                                          
2 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2002),  h.3. 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Hakim 
terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di 
muka umum yang menyebabkan orang lain mati. 
b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan 
hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari 
suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana 
peneliti akan mengarah. Bahwa yang dimaksud dengan bahan sekunder disini 
oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada  di dalam buku, jurnal hukum 
dan internet.. 
 
D. Metode Pengupulan Data 
a. Pengamatan (Observasi) 
Observasi/pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 
menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang 
diteliti. 
 
b. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu. 
c. Angket 
Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada 
responden, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau 
perantara). 
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E. Instrument Penelitian 
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 
di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau  field research yang 
meliputi observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah 
disediakan, dibutuhkan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen. 
 
F. Tekhnik Pengelolaan Dan Analisis Data 
a.   Pengolahan Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah : 
1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang 
akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki 
kualitas data serta menghilangkan kergu-raguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara 
2. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam 
melakukan penelitian kepustakan maupun penelitian lapangan 
dengan pokok pangkal pada pemasalahan dengan cara memberi 
kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
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b.  Analisis Data 
Setelah semua data yang terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer, maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis 
formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif 
yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-
pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Makassar 
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu 
Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang 
jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa) 
(Asmunandar, 2008). 
Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi 
Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK 
Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi 
menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. 
Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, 
merupakan pengadilan  untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan 
bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang 
merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan 
bangunan 
 
b. Batas-Batas Wilayah Pengadilan Negeri Makassar 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 
18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 24' BT-5º 8' 90,7" LS. 
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Dan adapun batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Makassar sebagai 
berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini; 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman; 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa; 
4. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 
 
c. Visi Dan Misi 
1. Visi 
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang 
mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan 
memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah 
bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. 
 
2. Misi  
Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
danperaturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan 
Peradilanyang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. 
Memperbaiki akse spelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat 
Memperbaiki kualitas inputinternal pada prosesperadilan. Mewujudkan institusi 
peradilan yang efektif,efisien, bermartabat dan dihormati.Melaksanakan 
kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan. 
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B. Aturan Hukum Dan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya tulisan kata, frasa dan/atau 
kalimatyang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat 
dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah 
pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus 
mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran 
tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. 
Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan 
hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengeai isi surat-
surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi 
perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan kepada umum 
(publica fides) pada surat.1 
Hukum pidana Belanda yang mengekuti Code Penal mengenai 
pemalsuan, yang memakai istilah faux en ecritures, maka pemalsuan hanya 
dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan 
pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apa pun, dan 
surat-surat yang dapat menjadi objek tindak semua jenis surat,2 ialah terdapat 4 
macam surat saja. 
                                                          
1 Satochid Kartanegara (ii), Hukum Pidana II Dan Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun dan 
nama penerbit, h. 274. 
2  D. Simons,Leerbook Van Her Nederlandsche Strafrecht, Diterjemahkan Oleh Panda 
Guritno, Soedarsono dan Hratono soerjopraknyo, (Yogyakarta : Penerbit Yayasan Penerbit Gadjah 
Mada 1992), h.82. 
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Pemalsuan surat (valschhedid in geschriften) diatur dala Bab XII buku II 
KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah: 
a) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok 
(eenvoudige valschhedid in geschriften), yang juga disebut juga 
sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263). 
b) Pemalsuan surat yang diperberat (gequalificeerde valschhedid in 
geschriften), (pasal 264) 
c) Menyuruh memaksukan keterangan palsu kedalam akta autentik 
(pasal 266). 
d) Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268). 
e) Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270 dan 271). 
f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274). 
g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275). 
 
Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429 
sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang 
ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap Si pembuat yang 
melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 s/d 268, berupa pencabutan hak-
hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4. 
 
1. Pemalsuan Surat Pada Umumnya ( Pasal 263 KUHP ) 
Pasal 263 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan satu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian 
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tersebut dalm menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,  dengn 
pidan penjara paling lama 6 tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
2. Pemalsuan Surat Yang Diperberat ( pasal 264 KUHP ) 
Pasal 264 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, 
jika dilakukan terhadap : 
1. Akta-akta autentik; 
2. Surat  hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 
ataupun dari suatu lembaga umum; 
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam poin 2 dan 3, tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 
pengganti surat-surat itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu 
dapat menimbulkan kerugian. 
 
3. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik ( Pasal 266 
KUHP ) 
Pasal 266 merumuskan sebagai berkut : 
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(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta 
autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
akta itu seolah-olah keterangannya selesai dengan kebenaran, diancam jika 
pemakain itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling 
lam tujuh tahun. 
(2) Diancam dengan pidana, barang siapa dengan sengaja memakai akta 
tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian 
tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
Dalam pasal 266 tersebut, terdapat dua  tindak pidana pertama dalam 
ayat  (1) tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada 
pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. 
Kedua dalam ayat (2) : tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik 
yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1). 
 
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter ( Pasal 267,268 KUHP ) 
Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter yang dimaksudkan adalah 
pemalsuan surat yang dirumuskan dalam pasal 267 dan 268 KUHP. 
1. Dokter memberikan surat keterangan sehat atau penyakit palsu (pasal 267). 
Pasal 267 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keteranagn 
palsu tentang ada atau tidaknya panyakit, kelemahan atau cacat, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Jika keterangan di berikan dengan maksud untuk memasukkan 
sesorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, 
dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun enam bulan. 
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(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya dengan 
kebenaran. 
2. Pemalsuan surat keterangan dokter untuk menyesatkan penguasa umum 
atau penanggung (pasal268). 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa yang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan 
dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, 
dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang 
sama memakai surat keteranagan yang tidak benar atau yang dipalsu, 
seolah-lah surat itu benar dan tidak dipalsu. 
 
5. Pemalsuan Surat-Surat Tertentu ( Pasal 269, 270, 271 KUHP ) 
Jenis-jenis pemalsuan surat yang dimaksudkan adalh pemalsuan surat 
yang dirumuskan dalam pasal 269, 270, dan 271 KUHP. 
1. Pemalsuan Surat Keterangan Kelakukan Baik Dan Lain-Lain (pasal 269) 
Pasal 269 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa membuat membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan 
tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan 
hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan. 
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(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
surat keterangan yang palsu atau dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, 
seolah-olah surat itu sejatih dan tidak di palsukan. 
Dalam rumusan pasal 269 tersebut, terdapat dua tindak pidana 
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) merumuskan tindak pidana 
membuat surat palsu atau memalsu surat kelakuan baik dan lain-lain. Ayat (2) 
mengenai tindak pidana memakai surat yang dimaksud ayat (1). 
2. Pemalsuan Surat Jalan Dan Lain-Lain (pasal 270) 
Pasal 270 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat jalan atau 
surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang 
diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin 
kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun 
barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama 
kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu 
seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu dalam ayata pertama, 
seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran. 
Ada tiga bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 270: dua 
dalam ayat (1) dan dalam ayat (2).  
3. Pemalsuan Surat Pengantar Bagi Kerbau Atau Sapi (pasal 271) 
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Pasal 271 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi 
kerbau atau sapi menyuruh beri surat serupa itu atau atas nama palsu 
atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah 
isinya dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat 
pertama, seolah-olah sejati dan tidak palsu atau seolah-olah isinya 
sesuai dengan kebenaran. 
Seperti pasal 270 dalam pasal 271 ini juga terdapat tiga bentuk pidana, 
dua dalam ayat (1) dan satu dalam ayat (2). 
 
6. Pemlsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik Dan Lain-Lain (Pasal 269 KUHP) 
Pejabat yang dimaksud sebagai pengusaha yang sah adalah pejabat yang 
menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk membuat surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda, 
misalnya hak atas ternak, tanah, perhiasan, dan sebagainya. 
Tindak pidanaPasal 274 dirumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan 
seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal 
lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan 
penjualan atau penggadainya atau untuk menyesatkan pejabat 
kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun. 
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(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud 
tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak 
dipalsu. 
Terdapat dua tindak pidana dalam Pasal 274 tersebut, masing-masing 
dalam ayat (1) da ayat (2). 
 
7. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275 KUHP) 
Perbuatan menyimpan ialah perbuatan yang menjadikan benda objek 
kejahatan itu berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana 
diperlukan ia dapat segera menggunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu 
benda itu berada langsung dalam kekuasaannya secara nyata, bisa juga berada 
dalam tangan orang lain atas permintaan atau pemerintahnya, dan orang lain 
tersebut tunduk sepenuhnya atas perintahnya mengenai benda. 
Pasal 275 merumuskan sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa 
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 
264 No. 2-5 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.3 
 
 
                                                          
3Adami ChazawiDan Ardi Ferdian,, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta : PT.Raja 
Grafindo Persada, 2014),  h. 204 
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C. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat   
(studi kasus putusan No.741/Pid.B/2014 PN Makassar) 
Sebelum penulis membahas mengenai pertimbanagan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat yang mengakibatkan 
kerugian dalam kasus putusan No.741/Pid.B/2014 PN Makassar, maka penulis 
terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan nomor 
No.741/Pid.B/2014 PN Makassar,yaitu sebagai berikut: 
Berawal dari korban yang bernama Darwis Manyeri  membeli tanah yang 
terletak di jln. Urip Sumiharjo Kelurahan Kariwisi Utara Kecamatan Panakkukang 
Makassar seluas 11.473 M2(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter 
persegi) kohir 87 C1 persil 9 S II dan persil 10 D II berdasarkan jual beli dengan 
JULIUS SAMPE BUMBUNG, sesuai akta jual beli Nomor 235/VI/1987 tanggal 
11 April 1987 di depan PPAT  Hasan Zaenin., SH. Dan telah mempunyai sertifat 
hak milik No. 352 desa karuwisi Surat Ukur sementara Nomor 380 tanggal 27 
Februari 1982 luas 11.473 M2 An. Darwis. 
Pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di kantor Koperasi KSU Mitra 
Jaya Kabupaten Maros terdakwa dengan menggunakan  surat tanda pendaftaran 
tanah sementara Milik Indonesia atas nama Manggepe H.Beta No. Buku 
Pendaftaran Huruf C1 87 Desa Karuwisi Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa 
Provinsi Sul-Sel tahun 1960 dan Rincik Kohir 87 C1 Persil 9 S II Persil 10 D II 
terdakwa telah menjaminkan Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik 
Indonesia atas nama Mangepe H.Beta No. Buku Pendaftaran Huruf C1 87 Desa 
Karuwisi Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa Provinsi Sul-Sel tahun 1960 
dan Rincik Kohir 87 C1 Persil 9 S II Persil 10 D II untuk meminjam uang 
Kepada Koperasi KSU Mitra Jaya Maros Sebesar Rp.11.000.000-, (sebelas juta 
rupiah) karena terdakwa mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut sebagai milik 
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orang tuanya yang bernama Mangepe H.Beta berdasarkan putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor : 1111.K/Pdt/1985, dalam perkara perdata antara haji Murad 
Daeng Gassing bersama Julius sang penghubung melawan Ruben Daeng 
Ngawing dan dimenangkan oleh Ruben Dg. Nagwing, namun dalam Mahkamah 
Agung RI tidak pernah memerintahan atau menyatakan bahwa SHM No.352 
yang telah dimiliki oleh korban Darwis Manyeri sejak tahun 1987 dari Julius 
Sampe Bumbung dan terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah mili korban 
Darwis Manyeri dengan bukti kepemilikan SHM No.352 dan antara terdakwa 
dan korban Darwis pernah bersepakat bahwa akan menjualkan tanah milik 
korban Darwis Manyeri dan terdakwa bersedia mencari pembeli tanah tersebut 
dan uang hasil penjualan akan dibagi dua namun seiring berjalannya waktu 
terdakwa membatalkan sepihak perjanjian tersebut lalu terdakwa menjaminkan 
Rincik tersebut di Kabupaten Maros untuk memperoleh uang serta terdakwa 
telah menjual sebagian tanah tersebut kepada lelaki Muskin Said., SH.MH seluas 
1.500 M2  (seribu lima ratus meter persegi) padahal korban Darwis Manyeri 
masih sebagai pemilik tanah tersebut masih terdapat selaku pemilik sertifikat 
hak milik No.352 dan mengakibatkan korban Darwis Manyeri mengalami 
kerugian sebesar Rp.750.000.000-, 
Sebelum korban Darwis Manyeri melaporkan terdakwa Amirullah Dg. 
Tunru terdakwa telah dilaporkan oleh Almarhum Umar Faizal dengan laporan 
pemalsuan Surat Rincik Kohir 87 C1 Persil 9 S II dan persil 10 D II Karuwisi 
Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel  An. Manggepe H.Beta, 
karena pada saat itu Umar Faizal mengaku juga sebagai ahli waris  Almarhum 
Manggepe H.Beta dengan bukti surat ketetapan Ipeda tahun 1960 Persil 9 S II dan 
persil 10 D II persil 48 D II dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 
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Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Rincik) Nomor LAB : 708/DTF/X/2008 
tanggal 14 Oktober 2008 dari hasil kesimpulan LAB sebagai berikut : 
1) Blangko dokumen bukti adalah merupakan blangko dalam bentuk foto copy 
2) Cap stempel identik dengan Cap stempel  perbandingan atau dengan kata 
lain bahwa Cap stempel pajak hasil bumi kantor cabang Makassar dengan 
Cap stempel perbandingan adalah merupakan produk Cap stempel yang 
sama. 
3) Cap stempel bukti identik dengan Cap stempel perbandingan atau dengan 
kata lain bahwa Cap stempel tangan SAPA DG NAGA  bukti dengan Cap 
stempel perbandingan adalah merupakan produk Cap stempel yang sama. 
4) Tuisan tangan bukti non identik dengan tulisan dengan perbandingan atau 
dengan kata lain bahwa tulisan tangan pada dokumen bukti dengan tulisan 
tangan Suprayetno perbandingan adalah merupakan tulisan tangan yang 
berbeda.  
Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagai 
berikut : 
 Bahwa ia terdakwa AMIRULLAH DG TUNRU, pada hari, jam yang tidak 
dapat ditentukan lagi tanggal 08 Agustus 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Koperasi KSU Mitra Jaya Kabupaten 
Maros, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat 
tinggal, berdiam terakhir, di temat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang 
mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman seabgian besar saksi yang 
dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat 
kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu 
dilakukan. (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja mempergunakan surat 
palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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- Bahwa pada awalnya korban Darwis Manyeri  membeli tanah yang terletak 
di jln. Urip Sumiharjo Kelurahan Kariwisi Utara Kecamatan Panakkukang 
Makassar seluas 11.473 M2(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter 
persegi) kohir 87 C1 persil 9 S II dan persil 10 D II berdasarkan jual beli 
dengan JULIUS SAMPE BUMBUNG, sesuai akta jual beli Nomor 
235/VI/1987 tanggal 11 April 1987 di depan PPAT  Hasan Zaenin., SH. 
Dan telah mempunyai sertifat hak milik No. 352 desa karuwisi Surat Ukur 
sementara Nomor 380 tanggal 27 Februari 1982 luas 11.473 M2 An. Darwis. 
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di kantor Koperasi KSU 
Mitra Jaya Kabupaten Maros terdakwa engan menggunakan  surat tanda 
pendaftaran tanah sementara Milik Indonesia atas nama Manggepe H.Beta 
No. Buku Pendaftaran Huruf C1 87 Desa Karuwisi Kecamatan Karuwisi 
Kabupaten Gowa Provinsi Sul-Sel tahun 1960 dan Rincik Kohir 87 C1 
Persil 9 S II Persil 10 D II terdakwa telah menjaminkan Surat Tanda 
Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia atas nama Mangepe H.Beta 
No. Buku Pendaftaran Huruf C1 87 Desa Karuwisi Kecamatan Karuwisi 
Kabupaten Gowa Provinsi Sul-Sel tahun 1960 dan Rincik Kohir 87 C1 
Persil 9 S II Persil 10 D II untuk meminjam uang Kepada Koperasi KSU 
Mitra Jaya Maros Sebesar Rp.11.000.000-, (sebelas juta rupiah) karena 
terdakwa mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut sebagai milik orang 
tuanya yang bernama Mangepe H.Beta berdasarkan putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor : 1111.K/Pdt/1985, dalam perkara perdata antara haji 
Murad Daeng Gassing bersama Julius sang penghubung melawan Ruben 
Daeng Ngawing dan dimenangkan oleh Ruben Dg. Nagwing, namun dalam 
Mahkamah Agung RI tidak pernah memerintahan atau menyatakan bahwa 
SHM No.352 yang telah dimiliki oleh korban Darwis Manyeri sejak tahun 
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1987 dari Julius Sampe Bumbung dan terdakwa mengetahui tanah tersebut 
adalah mili korban Darwis Manyeri dengan bukti kepemilikan SHM No.352 
dan antara terdakwa dan korban Darwis pernah bersepakat bahwa akan 
menjualkan tanah milik korban Darwis Manyeri dan terdakwa bersedia 
mencari pembeli tanah tersebut dan uang hasil penjualan akan dibagi dua 
namun seiring berjalannya waktu terdakwa membatalkan sepihak perjanjian 
tersebut lalu terdakwa menjaminkan Rincik tersebut di Kabupaten Maros 
untuk memperoleh uang serta terdakwa telah menjual sebagian tanah 
tersebut kepada lelaki Muskin Said., SH.MH seluas 1.500 M2  (seribu lima 
ratus meter persegi) padahal korban Darwis Manyeri masih sebagai pemilik 
tanah tersebut masih terdapat selaku pemilik sertifikat hak milik No.352 dan 
mengakibatkan korban Darwis Manyeri mengalami kerugian sebesar 
Rp.750.000.000-, 
- Bahwa Sebelum korban Darwis Manyeri melaporkan terdakwa Amirullah 
Dg. Tunru terdakwa telah dilaporkan oleh Almarhum Umar Faizal dengan 
laporan pemalsuan Surat Rincik Kohir 87 C1 Persil 9 S II dan persil 10 D II 
Karuwisi Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel  An. 
Manggepe H.Beta, karena pada saat itu Umar Faizal mengaku juga sebagai 
ahli waris  Almarhum Manggepe H.Beta dengan bukti surat ketetapan Ipeda 
tahun 1960 Persil 9 S II dan persil 10 D II persil 48 D II dan telah dilakukan 
pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Rincik) 
Nomor LAB : 708/DTF/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari hasil 
kesimpulan LAB sebagai berikut : 
1) Blangko dokumen bukti adalah merupakan blangko dalam bentuk 
foto copy  
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2) Cap stempel identik dengan Cap stempel  perbandingan atau 
dengan kata lain bahwa Cap stempel pajak hasil bumi kantor 
cabang Makassar dengan Cap stempel perbandingan adalah 
merupakan produk Cap stempel yang sama. 
3) Cap stempel bukti identik dengan Cap stempel perbandingan atau 
dengan kata lain bahwa Cap stempel tangan SAPA DG NAGA  
bukti dengan Cap stempel perbandingan adalah merupakan produk 
Cap stempel yang sama. 
4) Tulisan tangan bukti non identik dengan tulisan dengan 
perbandingan atau dengan kata lain bahwa tulisan tangan pada 
dokumen bukti dengan tulisan tangan Suprayetno perbandingan 
adalah merupakan tulisan tangan yang berbeda. 
Bahwa dengan adanya hasil LAB tersebut terdakwa ditahan di Polrestabes 
Makassar Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan                   No. Polisi : 
SPP/318 XI/2008/Reskrim tanggal 07 November 2008 namun karena pelapor 
Umar Faizal dengan tersangka Amirullah Dg. Tunru terjadi 
perdamaian/kesepakatan sehingga penahanan terdakwa di tangguhkan. 
Berdasarkan hasil LAB tersebut korban Darwis Manyeri pun melaporkan 
terdakwa karena Rincik yang dipergunakan terdakwa tersebut diatas adalah tanah 
milik korban Darwis Manyeri berdasarkan SHM No. 352. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. 
Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, oleh 
penasehat hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai 
berikut  
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1. Menyatakan batal demi hukum setidaknya dibatalkan atau tidak menerima 
surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 05 Mei 2014 Regestrasi 
Nomor  : PDM-264/MKS/Epp/05/2014. 
2. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Amirullah Dg Tunru 
sebagaimana semula. 
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut 
telah diputus oleh mejelis hakim tanggal 12 Juni 2014 yang intinya menolak 
eksepsi penasehat hukum terdakwa dan menetapkan pemeriksaan terdakwa di 
lanjutkan. 
Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimna isi tuntutan sebagai 
berikut : 
Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 
2014 No. Print : 294/RT.3/Ep/05/2014 sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 24 
Mei 2014 jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, yang pada pokoknya 
berpendapat bahwa Terdakwa Amirullah Dg Tunru terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam 
pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa AMIRULLAH DG TUNRU terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu atau surat yang 
dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan sehingga dapat 
mendatangkan kerugian “ sebagaimana diatur dala pasal 263 ayat (2) 
KUHP dalam surat dakwaan tunggal; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMIRULLAH DG TUNRU oleh karena itu, 
dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa 
ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
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 foto copy yang telah dilegalisir sertifikat hak milik No. 352 
Desa Karuwisi surat ukur sementara Nomor : 380 tanggal 27 
Februari 1982 luas 11.473 M2 an.Darwis Manyeri. 
 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanda lapor kehilangan No. 
18.498/XII/2013/Polda/Sulsel/Restabes Makassar tanggal 08 
Desember 2013 berupa surat tanda pendaftaran sementara milik 
Indonesia an. Manggepe Haji Dg Bata alamat Desa Karuwisi 
kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel Kohir 81 
C I persil 9 S II, luas 1,14 Ha Persil 10 D II luas 0,33 Ha, Persil 
48 D 99 luas 0,23 Ha yang ditanda tangani kepala Djawatan 
Pendaftaran tanah milik Indonesia SAPA DG NAGA pada tahun 
1960 tetap terlampir dalam berkas perkara. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua 
ribu rupiah) 
 
Setelah membaca dan memdengar isi dari dakwaan  jaksa penuntut umum 
serta tuntutan dari penuntut umum, Dalam perkara nomor 
741/Pid.B/2014/PN.Makassar, Hakim memutuskan : 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa Amirullah Dg. Tunru tersebut tidak terbukti 
secara dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan; 
- Membeskan ia terdakwa dari dakwaan penuntut umum; 
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta 
harkat dan martabatnya; 
- Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara; 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin tanggal 15 Desember 2012 yang terdiri 
dari SAPRUDDIN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IBRAHIM PALINO., 
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SH.MH dan KRISTIJAN. P. DJATI., SH masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, di bantu oleh 
HJ. ST. NAISJIAH., SH.MH  Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh INDRIANI. 
N., SH.MH Jaksa Penuntut, dihadapkan tedakwa yang didampingi oleh 
Penasihat Hukumnya 
 
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Pelaku Pemalsuan Suarat Yang Mengakibatkan Kerugian  ( studi kasus 
putusan No.741/Pid.B/2014 PN Makassar ) 
a. Pertimbangan Hakim 
Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaiman yang didakwakan jaksa penuntut 
umum kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni:  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi 
dibawah sumpah pada pokoknya. 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan akan 
menaggapi dalam pembelaan; 
1. Ahli Prof. Dr. Muhadar., SH.M.Si yang memberi keterangan/pendapat 
berdasarkan sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa jika seseorang dikatakan menggunakan surat palsu tetapi yang 
bersangkutan tidak tahu kalau itu palsu dan terungkap ternyata palsu, 
maka dalam hal ini dihukum dengan kata barang siapa dengan 
sengaja,sdt; 
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- Bahwa sekiranya telah digunakan baru itu diketahui kalau itu palsu, 
dan kalau dengan sengaja apabila pelaku benat-benar tidak tahu, maka 
yang bersangkutan tidak dapat dikenakan pasal 263 ayat (2) KUHP 
dan untuk mempidanakan orang ia harus tahu kalau itu palsu; 
- Bahwa jika hasil laboratorium soal barang bukti palsu tetapi bisa 
dibuktikan dengan pemandingan menurut ahli kalau sepanjang tidak 
dapat diperlihatkan dengan bukti pembandingan, maka tidak bisa 
dijadikan dasar kalau surat tersebut palsu; 
- Bahwa pasal 263 ayat (2) KUHP tidak bisa berdiri sendiri dari ayat (1) 
karena merupakan satu kesatuan yang pada intinya ada dua hal yakni : 
1. Membuat surat palsu  
2. Memalsukan suarat berarti sudah ada, misalnya 
memberikan tanda tangan atau tanggal surat, dll 
dan ayat (1) perlu dibuktikan lebih dahulu kemudian ayat (2) karena 
ayat (1) sebagai dasar dari pasal-pasaol lainnya; 
- Bahwa jika sekiranya surat itu digunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan, maka penerapan pasal 263 harus dibuktikan dulu ayat 
(1) nya; 
- Bahwa jika ada dua person yang berbeda, yakni lain yang palsukan 
lain yang gunakan, maka yang di proses ada orang lain yang membuat 
surat sebagai pasal dasar; 
- Bahwa jika orang yang membuat surat palsu sudah meninggal, maka 
surat tersebut gugur dengan sendirinya; 
- Bahwa dalam hal membuat surat palsu apakah itu isi atau kertasnya 
yang palsu, dalam surat adalah segala bentuk surat yang ditulis dengan 
tangan, membuat surat palsu isinya tidak benar, contohnya : A, B, C 
60 
 
ternyata polisi menulis angka 1, 2, 3 maka polisi harus di proses, 
sehingga dengan demikian yang dipalsukan adalah isinya dan bukan 
kertasnya ( dalam hal ini tidak dipermasalahkan ) hanya isinya saja 
yang dipermasalahkan; 
- Bahwa tergantung dari keyakinan hakim dalam memeriksa sesuatu 
apakah harus ada bukti pembandingan baru bisa dikatakan palsu; 
- Bahwa dalam suatu hal ada pemalsuan surat tahun 1960an dimana 
capnya yang palsu, maka harus di cap pembandingan tahun 1960an 
juga karena ada dua kemungkinan yakni ada aslinya atau 
pembandingnya dan tergantung keyakinan hakim; 
- Bahwa jika tidak ada pembanding, maka tidak bisa dilakukan kecuali 
ada saksi-saksi yang menguatkan; 
- Bahwa jika sekiranya ada surat yang diduga palsu dan tidak 
diperlihatkan di sidang tetapi pernah di laboratorium, itu bisa dipegang 
kalau hasilnya laboratorium begitu adanya; 
- Bahwa jika seseorang menggunakan surat palsu tetapi ua tidak tahu 
kalau surat itu palsu kalau tidak dengan sengaja harus dibuktikan 
meski seseoramg katakan kalau ia tidak tahu kalau itu surat palsu; 
- Bahwa maksud dari unsur pasal 263 KUHP yang menimbulkan 
kerugian termasuk objektif/pembuat kerugian tidak hanya materil 
tetapi bisa juga in materin contohnya : ahli dibikinkan SK dan itu palsu 
tetapi ahli simpan saja, maka itu tidak bisa dipidana; 
- Bahwa kerugian surat diduga palsu kemudian surat itu digunakan 
untuk meminjam uang di bank lalu dalam perjalanan ternyata surat itu 
diduga palsu, maka yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak bank; 
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- Bahwa misalnya surat dijaminkan pada orang lain untuk mengambil 
kredit kalau penggunaannya kemudian tahu kalau itu palsu maka ada 
kerugian; 
- Bahwa unsur pasal 263 KUHP dapat menimbulkan kerugian, dalam 
hal ini yang dirugikan adalah korban atau pihak lain; 
- Bahwa jika ada pelapor tetapi tidak ada haknya lagi, maka bisa 
melapor balik; 
Menimbang, maka bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai 
berikut :  
- Bahwa terdakwa pernah diperikasa dikepolisian soal laporan Darwis 
Manyeri perihal Rincik dimana orang tua terdakwa pernah berperkara 
p-perdata dengan Darwis Manyeri dan saat itu tanah yang jadi 
sengketa belum bersertifikat; 
- Bahwa terdakwa pernah membuat perjanjian dengan Darwis Manyeri 
tetapi terdakwa sudah lupa tanggal berapa; 
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Darwis Manyeri nanti 
dilobi oleh pengacara kalau ada sertifikat atas nama Darwis Manyeri 
dan kalau mau menjual terbitkan sertifikat atas nama terdakwa; 
- Bahwa pada tahun 2003 sertifikat Darwis Manyeri belum dibatalkan; 
- Bahwa sebab sehingga sertifikat Darwis Manyeri mau dibatalkan 
karena Darwis Manyeri tidak bayar pada terdakwa; 
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Darwis Manyeri sebagai 
pinjaman sementara; 
- Bahwa Umar Faisal tidak pernag melaporkan terdakwa dan 
memberikan uang pada terdakwa; 
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh Umar Faisal; 
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- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat bukti berupa rincik dikepolisian; 
- Bahwa terdakwa tidak menjaminkan rincik di Maros; 
- Bahwa tanah sebelum berperkara sudah disertifikatkan oleh Darwis 
Manyeri, tetapi terdakwa tidak tahu kapan diSertifikatkan; 
- Bahwa sengketa perdata dimulai tahun 1980an di Pengadilan Negeri 
dan Putusan Mahkamah Agung tahun 1987; 
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada rincik atau tidak saat orang tua 
terdakwa berperkara; 
- Bahwa rincik yang terdakwa dijaminkan di Koperasi Maros, tetapi 
terdakwa tidak tahu berapa rincik tersebut; 
- Bahwa sebab sehingga tiba-tiba terdakwa menjaminkan rincik karena 
terdakwa saat itu butuh uang, kterdakwa pulang ke rumah dan buka-
buka berkas dan lihat kertas timbul di hati terdakwa kalau kertas itu 
adalah rincik; 
- Bahwa rincik yang trdakwa gunakan sebagai jaminan tidak pernah 
digunakan perkara perdata; 
- Bahwa rincik tersebut tidak pernag dicocokkan di kantor Kelurahan 
karena begitu terdakwa lihat dan di dalam hati terdakwa mengatakan 
barangkali ini rincik maka terdakwa langsung membawa rincik 
tersebut ke Maros; 
- Bahwa yang tertera dala rincik adalah nama Manggepe ayah terdakwa; 
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat eksekusi adalah Julias 
Sampe Bumbung dan yang mengelolah adalah penjaga kebun; 
- Bahwa Darwis Manyeri tidak pernah menguasai tanah sengketa; 
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- Bahwa saat terdakwa jaminkan di Koperasi Maros, terdakwa belum 
dilaporkan pada polisi nanti setelah rincik dijaminkan baru terdakwa 
dilaporkan pada polisi; 
- Bahgwa terdakwa tidak tahu dari polisi tahu kalau rincik yang 
terdakwa jaminkan adalah rincik palsu; 
- Bahwa sebab sehingga Umar Faisal melaporkan terdakwa karena ia 
juga merasa sebagai ahli waris; 
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bicara dengan Umar Faisal; 
- Bahwa laporan Umar Faisal tidak berlanjut dan sebelum meninggal ia 
katakan tidak usah kita berperkara dan setelah itu Darwis Manyeri 
melaporkan terdakwa; 
- Bahwa setelah Darwis Manyeri melaporkan terdakwa, rincik tidak 
dikembalikan kepada terdakwa; 
- Bahwa rincik tidak pernah dipegang oleh Darwis Manyeri; 
- Bahwa Umar Faisal dan Darwis Manyeri tidak ada hubungan keluarga; 
- Bahwa terdakwa pernah bermohon pada BPN untuk terbitkan sertifikat 
dan BPN katakan belum bisa diterbitkan karena harus ada pembatalan 
pada Pengadilan Tata Usaha Negara; 
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Darwis Manyeri, tetapi 
terdakwa sudah kembalikan; 
- Bahwa oarang tua terdakwa pernah berperkara dengan Umar Faisal di 
Pengadilan Agama dan orang tua terdakwa yang menang dan Umar 
Faisal juga pernah dilaporkan saat menyerobot tanah terdakwa dan ada 
putusan pengadilan; 
- Bahwa Darwis Manyeri pernah menggugat terdakwa dan terdakwa 
yang menang sampai tingkat Kasasi; 
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- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar kalau ada putusan tentang 
rincik palsu; 
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau rincik yang ia gunakan sebagai 
jaminan di Maros adalah Rincik palsu atau bukan; 
Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah memperhatikan bukti/surat 
baik yang terlampir dalam nota pembelaan/pledoi terdakwa yang seluruhnya 
dipertimbangkan untuk mengambil keputusan dalam perkara ini: 
Menimbang, hal-hal yang belum termuat dalam pertimbangan putusan ini, 
tapi termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut 
dipertimbangkan untuk pengambilan putusan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pendapat ahli serta 
surat baik yang ada dalam berkas perkara maupun yang diajukan terdakwa 
terlampir dalam pembelaannya diperoleh fak-fakta sebagai beriku : 
- Bahwa saksi pelapor Darwis Manyeri mengaku memiliki sebidang 
tanah seluas 11.473 M2 terdakwa di Jl. Urip Sumiharjo Kelurahan 
Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Makassar Kohir 87 C I persil 
9 S II dan Persil 10 D II berdasarkan akta jual beli Julius Sampe 
Bumbung No.235/10/1987 tanggal 11Aapril 1987 di hadapan PPAT 
Hasan Saini., SH.MH No.352 KSU No. 380 tahun 1982; 
- Bahwa saksi pelapor Darwis Manyeri mengetahui terdakwa telah 
menggunakan rincik palsu atas tanah pelapor dari polisi karena 
terdakwa pernah dilaporkan oleh Umar Faisal telah menggunakan 
rincik sebagai jaminan pinjaman uang di KSU di Maros pada tahun 
2008 namun tidak lanjut karena ada perdamaian; 
- Bahwa saksi pelapor Darwis Manyeri tidak pernah melihat rincik 
dimaksud dan tidak mengalami kerugian karena rincik tersebut. 
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- Bahwa terdakwa mengakui tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan 
putusan pengadilan karena antara terdakwa orang tua pernah 
berperkarah dengan Julius Sampe Bumbung dan kawan-kawan yang 
pada akhirnya orang tua terdakwa yang menang sesuai putusan di 
pengadilan negeri makassar No. 269/pdt.G 1981/PN.Uj.Pdg tanggal 29 
September 1982 putusan pengadilan tinggi No. 99/pdt/1983/PT.Uj.Pdg 
tanggal 04 Oktober 1983, putusan kasasi MA No. III K/pdt/1985 yang 
telah berkekuatan hukum tetap; 
- Bahwa terhadap objek sengketa telah dieksekusi sehingga terdakwa 
sebagai ahli waris menguasai objek sengketa; 
- Bahwa sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap  tehadap 
objek sengketa oleh Julius Sampe Bumbung telah memohonkan 
sertifikat atas namanya lalu menjual kepada pelapor Darwis Manyeri 
bahwa sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Sulsel; 
- Bahwa setelah objek sengketa dieksekusi, lalu terdakwa menjual 1.500 
M2 kepada Muhsin Said; 
- Bahwa surat rincik yang terlampir dalam berkas perkara yang telah 
dilakukan uji laboratorium kraminalistik tidak dilakukan penyitaan 
secara sah menurut hukum; 
- Bahwa di persidangan tidak diperlihatkan aslinya sebagai pembanding 
terhadap rincik yang dinyatakan palsu oleh penuntut umum; 
- Bahwa di persidangan tidak dapat dibuktikan siapa pelaku 
pemalsu/memalsukan rincik tersebut; 
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- Bahwa sejak polisi mengambil rincik yang dijaminkan di KSU di 
Maros sampai terdakwa disidang rincik tersebut belum dikembalikan 
kepada terdakwa; 
- Bahwa selain menjaminkan ke KSU di Maros terdakwa tidak pernah 
lagi rincik itu; 
Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seperti 
tersebut diatas dapat memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh 
penuntut umum terhadap terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan penuntut 
umum dalam surat tuntutan/Requisitoirnya sehingga terdakwa harus 
dipersalahkan dan harus dihukum ataukah terdakwa tidak terbukti melakukan 
perbuatan yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam nota 
pembelaannya/pledoi yang diajukan penasehat hukum terdakwa sehingga ia 
harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut. 
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 
ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah : 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. 
3. Dapat mendatangkan kerugian 
Ad.1. Barang Siapa. 
Menimbang, bahwa menurut majelis hakim yang dimaksud barang siapa 
dalam pasal ini ialah orang sebagai subjek hukum dalam hal ini ialah terdakwa 
yang diajukan dipersidangan dengan dakwaan seperti tersebut dimuka yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
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Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan terdakwa menerangkan nama 
dan identitasnya sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut 
umum jserta mampu menjawab semua pertanyaa yang diajukan padanya, hal 
mana hanya dapat dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya sehat 
jasmani/rohani, terlepas apakah perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak, 
sehingga majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi. 
 
Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan 
seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan. 
Menimbang, bahwa bermula dari keterangan terdakwa bahwa pada saat 
ia menemukan rincik atas nama Manggepe Dg. H.Beta kemudian menurut 
terdakwa menjaminan rincik tersebut di KSU Maros dengan pinjaman 
Rp.11.000.000-, (sebelas juta rupiah) namun oleh Umar Faisal yang merasa ahli 
waris Manggepe Dg. H.Beta mengetahui perbuatan terdakwa telah menjaminkan 
rincik di KSU Maros, lalu Umar Faisal melaporkan terdakwa ke polisi 
menggukan rincik palsu, dan atas nama laporan tersebut polisi mengambil rincik 
tersebut  kemudian diuji di Laboratorium Kriminalistik oleh Drs. Samir., S 
St.MK.MAP yang menurut keterangan saksi Drs. Samir., S St.MK.MAP bahwa 
yang diperiksa hanyalah foto copy blangko dan tidak ada aslinya/pembanding 
dan itu dilakukan pada tahiun 2008 bukan atas laporan Darwis Manyeri, jadi 
blangko kertasnya yang palsu bukan isinya yang palsu. 
Menimbang, bahwa oleh terdakwa menerangkan bahwa sejak polisi 
mengambil rinciknya yang dijaminkan di KSU Maros sampai saat ini terdakwa 
tidak tau dimana rincik itu sekarang. 
Menimbang, bahwa Prof. Dr. Muhadar., SH. M.Si memberi pendapat 
bahwa seorang dapat dihukum melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP terlebih 
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dahulu harus dibuktikan ayat (1) karena intinya ayat (1) dan ayat (2) pasal 263 
tersebut merupakan suatu kesatuan artinya harus terbukti pembuat surat palsu 
lebih dahulu. Kemudian jika pelaku mengetahui surat tersebut palsu lalu ia 
menggunakan, maka dapat dikatakan sengaja menggunakan surat palsu, lebih 
lanjut ahli berpendapat bahwa yang dimaksud sebagai palsu adalah isinya, bukan 
kertasnya. 
Menimbang, bahwa pada dasarnya penuntut umum menghadapkan 
terdakwa ke persidangan karena adanya laporan Darwis Manyeri mengenai 
rincik tanah yang dibeli dari Julius Sampe Bumbung berdasarkan pemberitahuan 
dari polisi sedangkan Darwis Manyeri sendiri mengaku belum pernah melihat 
rincik tersebut. 
Menimbang, bahwa saksi pelapor Darwis Manyeri melaporkan terdakwa 
karena merasa tanahnya dikuasai terdakwa atas dasar rincik palsu. 
Menimbang, bahwa penuntut umum tidak pernah memperlihatkan rincik 
yang dimaksud palsu atas dasar laporan Darwis Manyeri bahwa terdakwa 
menggunakan rincik palsu dan juga penuntut umum tidak dapat memperlihatkan 
rincik aslinya sebagai pembanding. 
Menimbang, bahwa terbukti dalam lampiran nota pembelaan terdakwa 
bahwa tanah yang dibeli saksi pelapor Darwis Manyeri dari Julius Sampe 
Bumbung telah diperkarakan melalui gugutan perdata antara orang tua terdakwa 
dengan Julius Sampe Bumbung, dkk yang di menangkan oleh orang tua 
terdakwa yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. 
Menimbang, bahwa terbukti saksi Pelapor Darwis Manyeri memnbeli 
tanah objek sengketa dari Julius Sampe Bumbung tersebut dalam SHM 
No.352.KSU.380. tahun 1982, namun dinyatakan orang tua terdakwa sebagai 
pemilik sah tanah tersebut berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum 
69 
 
tetap, maka sertifikat tanah tersebut atas nama Darwis Manyeri dibatalkan oleh 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel tanggal 25 September 2012. 
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa sejak 
polisi mengambil rincik terdakwa yang ada di KSU Maros pada tahun 2008, 
terdakwa tidak pernah menggunakan lagi bahkan sampai sekarang rincik 
tersebut belum dikembalikan kepada terdakwa. 
Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan kalau tanag objek 
sengketa telah menjadi milik terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah berkukatan hukum tetap telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri 
Makssar dan oleh terdakwa tanah tersebut sebagian dijual kepada saksi  Muhsin 
Said., SH.MH. 
Menimbang, bahmw berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti menggunakan surat 
palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimnan yang dimaksud dalam unsur ke 
dua dalam pasal yang didakwakan penuntut umum. 
Ad.3. Dapat Mendatangkan Kerugian 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah 
jika sekiranya surat palsu atau dipalsukan digunkan terdakwa dapat menimbulkan 
saksi pelapor Darwis Manyeri. 
Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan 
terdakwa bahwa sejak polisi mengambil rincik yang disimpan di KSU Maros, 
rincik tersebut tidak dikembalikan lagi pada terdakwa, sehingga oleh majelis 
hakim berpendapat bahwa dengan tidak dikemblikannya rincik tersebut kepada 
terdakwa dapat dipastikan kalau terdakwa tidak menggunakan rincik tersebut. 
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Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah 
yang dibeli oleh gsaksi pelapor Darwis Manyeri dari Julius Sampe Bumbung 
berdasarkan putusan PN.Mks. No.269/pdt.G/1984/PN.Uj.Pdg. Tanggal 29 
September 1984,   putusan Pengadilan Tinggi No.99/pdt/1983 tanggal 04 Oktober 
1983, putusan MA.III.K/pdt/1985 menyatakan hak milik orang tua terdakwa, 
putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dengan kata lain saksi pelapor 
Darwis Manyeri tidak mempunyai hak atas tanah tersebut hal mana diperkuat 
dengan bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya seperti 
terlampir kdalam pledoinya bahwa SHM atas tanah atas nama Darwis Manyeri 
yang dibeli dariJulius Sampe Bumbung telah dibatalkan oleh Kanwil BPN 
Provinsi Sulsel. Demikian pula, jika kemudian terdakwa menjaminkan rincik 
tersebut di KSU Maros, sudah nyata bahwa saksi pelapor Darwis Manyeri sama 
sekali tidak dirugikan, sehingga dengan demikian tidak diperoleh bukti kalau 
terdakwa menguasai, mengalihkan tanah tersebut menggunakan surat palsu atau 
yang dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian dengan demikian unsur ini 
tidak terpenuhi pula. 
Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ke dua dan unsur ke 
tiga dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, menurut keyakinan majelis 
hakim terdakwa  tidak dapat dipersalahkan menlanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, 
oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan 
demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang 
menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana 
yang didakwakan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari perbuatan yang 
didakwakan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan 
martabatnya harus dipulihkan. 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan 
penuntut umum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara. 
 
ANALISIS PENULIS 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam 
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada 
tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan 
pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua 
alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.  
Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh 
Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak 
pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan 
dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan 
bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan 
perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Dalam putusan No. 1741/Pid.B/2014/PN Makassar, proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis 
sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, 
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alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan ahli dan keterangan terdakwa 
serta alat bukti yang diajukan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang 
pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta 
yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, Hakim juga  melihat adanya alasan pembenar atau 
alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, 
Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan 
terdakwa yang telah memalsukan surat sehingga lelaki Darwis Manyeri  merasa 
telah dirugikan. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa tidak 
tahu bahwa rincik yang ia gunakan adalah rincik palsu atau yang dipalsukan, 
orang tua terdakwa pernah berperkara di pengadilan agama dengan lelaki Umar 
Faisal dan orang tua terdakwa yang menang, terdakwa tidak terbukti melakukan 
pemalsuan surat atau surat yang dipalsukan. Sebagaimna telah di jelas oleh 
saudara ahli Prof. Dr. Muhadar., SH.MH, bahwa jikaseseorang dikatakan 
menggunakan surat palsu tetapi yang bersangkutan tidak tahu kalau itu palsu dan 
terungkap ternyata palsu, maka dalam hal ini dihukum dengan kata barang siapa 
dengan sengaja dan jika sekiranya telah digunakan baru itu diketahui kalau itu 
palsu, dan kalau dengan sengaja apabila pelaku benar-benar tidak tahu, maka yang 
bersangkutan tidak dapat dikenakan pasal 263 ayat (2) KUHP dan untuk 
mempidanakan orang ia harus tahu kalau itu palsu. 
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Sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam pasal 263 ayat 
(2) , unsur barangsiapa sudah terpenuhi bahwa benar terdakwa menggunakan 
surat palsu dan ada dua unsur yang tidak terpenuhi yaitu : 
1.  unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan 
seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan 
2. Dapat mendatangkan kerugian. 
Dua unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga terdakwa dapat dibebaskan 
dari tuntutan penuntut umum, memulihkan nama baik terdakwa serta harkat dan 
martabatnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Aturan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
sudah diatur dalam KUHP dan diuraikan. Dalam KUHP Bab XII  
tentang pemalsuan surat diatur pada pasal 263 -279 KUHP. 
Sebagaimana penulis telah menjelaskan pada Bab IV. 
2. Pada prinsipnya apabila syarat dan pembuktiannya terpenuhi, maka 
pelaku pemalsu  surat dapat dihukum. Tetapi dalam kasus ini ada 
dua unsur yang tidak terpenuhi dari yang didakwakan oleh penuntut 
umum yang hanya memenuhi unsur ialah Unsur Barang siapa, 
sedangkan Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan 
Unsur Kalau pemalsuan mendatangkan kerugian, tidak terbukti atau 
dengan kata lain tidak memenuhi unsur itu sendiri.  
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara putusan nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar 
telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, keterangan ahli,  dan barang bukti serta 
adanya pertimbangan pertimbangan yuridis, serta memperhatikan 
undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan 
hakim. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Dari kesimpulan di atas terkait dengan penegak hukumnya yakni 
Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan 
tugasnya sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin 
mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan 
tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat 
dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan 
hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga 
fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara 
subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan didalam 
masyarakat. Pengadilan Negeri Makassar harus lebih 
memperhatikan lagi kasus seperti pemalsuan surat sertifikat tanah 
seperti yang penulis teliti. 
2. Penulis berharap Badan Pertanahan Negara (BPN) lebih 
memperhatikan setiap pembuatan akte hak kepemilikan tanah dan 
lebih teliti dalam pengurusan akte hak milik tanah yang hilang  
ataupun balik nama. Masyarakat harus turut berpartisipasi apabila 
mendengar ataupun melihat kasus seperti ini. 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
KEPUSTAKAAN 
 
Abidin, Farid Zainal. dibantu oleh Usman L. Djaya, Asas-Asas Hukum 
PidanaBagian 1.(Himpunan Kuliah), 1960-1981. 
 
Arief, Nawawi Barda. Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1996.  
 
Ali, Achmad.  Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Yarsif. 
 
Baqi, Fu’ad Abdul Muhammad. Al- Lu’lu Wal Marjan I Himpunan Hadist Shahih Yang 
Disepakati oleh Bukhari dan Muslim.  Diterjamahkan oleh H. Salim Bahreisy. ( 
Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003 ). 
Chazawi,  Adami.   Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet. VI : Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2001. 
 
Chazawi, Adami. dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta : PT.Raja 
Grafindo Persada,  2014. 
 
Chulsum, Umi. dan Windi Novya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya : 
Kazhiko. 
 
D. Simons. ,Leerbook Van Her Nederlandsche Strafrecht, Diterjemahkan Oleh Panda 
Guritno, Soedarsono dan Hratono soerjopraknyo. Yogyakarta : Penerbit Yayasan 
Penerbit Gadjah Mada, 1992. 
Efendi, Erdianto.  Hukum PIdana Indonesia – Suatu Pengantar. Cet. I; Jakarta: PT 
RefikaAditama, 2011. 
 
77 
 
 
 
Erman, Rajagukguk. Pelaksanaan Hukum Agraria Adalah Masalah Sosial Ekoomi 
dan Politik. S.K Kompas,28 September 1987. 
Gunadi, Ismu. dan Jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, 
Kencana Prenamedia Group, 2014 
 
Jayadi, Ahkam. Hakim Wakil Tuhan di Muka Bumi. Harian Fajar, 20 Juli 2011 
Watampone, 1996. 
 
Jur, Hamzah Andi.  Terminologi Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2009. 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, Bab XIIPemalsuan Surat Pasal 263 Ayat (1).Cet 2: Pustaka 
Buana,2014 
 
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata 
(Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 20121). 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit : Permata Press.  
 
Maramis, Frans. Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia. Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada 
Marpaung, Ledeng. Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua. Jakarta : 
Sinar Grafika, 1995. 
Moeljatno.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta , 2007. 
Mr. Van, Bemmelen J.M..  Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian 
Umum. Bandung: Percetakan Binacipta, 1987. 
 
Parlindungan, A.P.  Beberapa Masalah Dalam UUPA. Bandung 1987. 
 
Poernomo, Bambang.  Asas-Asas hukum pidana. Cet. IV : Ghalia Indonesi, 1983. 
78 
 
 
Prodjohamidjojo, Martiman.  Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia II. 
 
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana.  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 
 
Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.Jakarta-
Bandung : PT Eresco, 1980. 
 
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Cet ke3 : Jakarta-
Bandung PT.Eresco, 1981. 
Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum.  Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2012. 
 
Schaffmeister, D . dkk. Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2011. 
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung , 198.   
Soesilo, R . KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 
Politea Bogor: 1996. 
 
Syamsuddin, Rahman.  Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan. Alauddin 
University Press,2013. 
 
Samidjo. Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung : penerbit 
Cv.Armico, 1985. 
 
Waluyo, Bambang.  Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2000. 
79 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
1. PENGESAHAN JUDUL 
2. PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK SEMINAR DRAFT 
3. SK PEMBIMBNG 
4. UNDANGAN PEMBIMBING 
5. LEMBR PENGESAHAN SKRIPSI 
6. SURAT IZIN MENELITI  
7. SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI 
8. PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK HASIL 
9. SK PENGUJI 
10. UNDANGAN  
11. REVISI JUDUL 
12. PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN MUNAQASYAH 
13. SK PENGUJ 
14. UNDANGAN 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
JUSMIARNI,  lahir di Sekkang pada tanggal 02 April 1994 dari 
pasangan Dahari dan Murni. Merupakan anak bungsu dari lima 
bersaudara. Penulis pertama kali melangkahkan kaki ke dunia 
pendidikan pada tahun 2000 di SDN 154 Sekkang tahun2000-2006. 
Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat SMPN 1 Marioriwawo 
Kabupaten Soppeng tahun 2006-2009. Kemudian penulis 
melanjutka pendidikannya ke tingkat SMKN 1 Watansoppeng 
tahun 2009-2012. Kemudian setelah tamat penulis memilih Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu, selanjutnya penulis memilih jurusan 
Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum terhitung pada tahun 2012-2016. 
 
 
 
80 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
JUSMIARNI,  lahir di Sekkang pada tanggal 02 April 
1994 dari pasangan Dahari dan Murni. Merupakan anak 
bungsu dari lima bersaudara. Penulis pertama kali 
melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 
2000 di SDN 154 Sekkang tahun 2000-2006. Kemudian 
penulis melanjutkan ke tingkat SMPN 1 Marioriwawo 
Kabupaten Soppeng tahun 2006-2009. Kemudian 
penulis melanjutka pendidikannya ke tingkat SMKN 1 Watansoppeng tahun 
2009-2012. Kemudian setelah tamat penulis memilih Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu, selanjutnya penulis memilih 
jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum terhitung pada tahun 
2012-2016. 
 
 
